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KEDUDURKAN HUKUM SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB)
SERBAGAT ONYEK SENGKETA
PENGADILAN TATA USAUA NEGARA (IFTUN)

Oleh : Didh Nursidh

Abstract /

A o decree letters ( SKB ) issued by an official at a ( in general ) in

peactice minister assued as a Jorm of policy 1o address cross-cutting
ixsucs that the government 's perspective . with the publication of the L.CS
is expected to be more effective and efficient as well as effective and
ovder . Judging from the elements SKB does not meet the elements of a
Deeree of the State Administration ( KTUN ) which can b¢ made the
object of dispute ” claim , because in this decree is individ u/ and legal

i e
, which is

consequences ( give or revoke the rights ) and no positive ¢}
a form eof decision or determination of the bore / ruisz_[ cnew legal
sitwation for a particular object . Judging from the shape Jn[l content of
the law decree can not directly change of anything | fbccausc the
provisions in the decree are generally set ( Regeling ) so it is not
included in the object of dispute / claim Administrative Court .

Kevwords : Regulation . Determination , SKB, the At@islmtivc Court

A. PENDAHULUAN dalam pelaksanaan  pemberian B |
pelayanan publik. Kondisi

Konsekuensi dianutnya A ’
Y2 demikian dalam perjalanannya

paradigma Negara Hukum

: ' seiring dengan semakin
Modelrr:l, klclah mengarahkan aﬁiu} kompleksnya urusan, pada sisi
R o " tertentu dapat melahirkan

pemerintah terhadap seluruh segi- : :

soii . dan senadl-gendl - Kelildipen ketidakpuasan  scbagai  suatu
masyarakat. Pemerintah dengan
segala kewenangan yang melekat
secara atnbutif dapat secara lel
menyelenggarakan setiap urusan

persoalan hukum yang lahir
sebagai akibat diterbitkannya suatu
Keputusan Pemerintah (Pejabat
Tata Usaha Negara) yang salah
deckait Senvelen satu diantaran'ya- berben}uk
S, B Tt S5 scbagggai blasi isl penctapan (beschikking). Realitas
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demibian mengingatlan - Kita
kepada  pendapat Lond - Acton '
Power  wends o comupt and
ahsolute power tendy 10 conmupty

ahsohrey™  yang  maknanya
hekvasaan  cenderung  untok  di
salahpunakan dan apabila

kekuasaan 1w dipegang oleh orang
vang memibhi kekuasaan absolut
maka  Aekuasaan terscbut  past
bersalah  guna  secara mutlak.
Berkatan peran dan kewenangan
luas yang melekat pada pemenntah
beserta  jajaran  tersebut  maka
diperlukan  aturan  atau  norma
hukum sebagai rule of the game
agar tudak tenjadi penyalahgunaan
wewenang.

Dalam  hasanah  Hukum
Admimstrast  Negara  penetapan
Pcjabat TUN dapat menjadi obyek
sengketa tata usaha negara yang
mekanisme penyelesaiannya dapat
diajukan kepada Pengadilan Tata
Usaha Negara dalam lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negam
(PTUN.

Sengketa Tata Usaha Negara
berdasarkan Pasal | angka 10
Undang-undang (UU) Nomor 5|
Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua atas UU Nomor § Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara adalah peradilan

' Suachran Basah, Fmu  Negoro;
Pengantar, Metode dan Sejorch
Perkembangen, Citra Aditya Bhakt,
Bandung, 1994, him. 95

_JURNAL YUSTITIA

.-

vang  mengadili - sengheta yany
ambul  dalam Widang tata wsahia
negara antara orang  aton badan
hukum perdata dengan badan atay
pejabat tata usaba negara, bk oy
pusat. maupun v daerah, sebaga
akibat  dikelwarkannya  keputusan
tata  usaha  negara,  termasuk
sengketa kepegawman berdasarkan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Karaktenstik - hukum  acara
Peradilan  Tata  Usaha  Negara
(PTUN) memiliki Karakter publik.
Sifat dari hukum acara Peradilan
Admimstrasi  (PTUN)  berbeda
dengan sifat hukum acara perdata.
Oleh  karenya, hukum  acara
Peradilan  Administrasi  (PTUN)
menjadi  bagian  dari  hukum
publik.2

Scjarah  pemberlakuan  UU
PTUN yang berlaku secara efekuf
scjak tanggal 14 Januani 1991
melalui Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 7 tahun 1991 tentang
Pencrapan UU Nomor 5 tahun
1986 tentang PTUN yang disambut
antusias oleh masyarakat, terbukti
dengan banx'nkn)'a gugatan yang
diajukan. Namun  dalam
perjalanannya  masih  banyak

! suparto Wijiyo, Karokteristik Mukum
Acoro Peradilan Administrasi
(Percdilon Tata Usaha Negara) Edisi
Kedua, Airlangga University Press,
Surabaya, 2005, him. 19,

' Ibid, Nem. 7
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dyumpar beberapa hal yang secarn
bettahap terus dilakukan repulasi
penyempurnaan yang pada asasnyi
semakin - membenikan - perluasan
kewenangan — Pengadilan— Tata
Ulsaha Negara,

Objek sengketa/gugatan
dalam PTUN  berdosarkan UU
Nomor S0 tahun 2009, Pasal |
angka 9, adalah Keputusan Tata

Usaha Negara  yang  merupakan
suatu

penetapan tertulis — yang
dikelvarkan ~ oleh  badan  atau

pejubat tata usaha negara  yang
berisi tindakan hukum tata usaha
negara yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,
yang bersifat konkret, individual,
dan final, yang menimbulkan
akibat hukum bagi sescorang atau
badan hukum perdata.

Membahas Keputusan
(tertulis)  secara  khusus  dan
mendalam adalah sangat penting,
mengingat  Keputusan  (tertulis)
merupakan"obyck" sengketa
menurut UU Nomor 5 tahun 1986."

Salah  keputusan  Pejabat
TUN yang perlu dilakukan
pembahasan adalah terkait Surat
Keputusan Bersama (SKB) yang
akhir-akhir ini sering

! SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD.,

Pokok-pokok  Hukum  Administrasi
Negora, Liberty, Yogyakarta, Cetakan
kelima, 2009. him. 74,

CJURNAL YUSTITIA

dipertbincangkan — dan  menjad)
bahan — diskust  batw untuk
mendudukannya — dalam — hngkup

Hukum Aministiast Negara, Akan
tetapi,  bentuk  SKIb - yang
dikeluarkan oleh pejabat setingkat
(pmlu utnumnya) menteri tersebut
dalam  prakteknya  dikeluarkan
schagai bentuk  kebrakan  untuk

mengatasi persoalan-persoalan
lintas  scktoral — yang  dalam
perspektif — pemerintah,  dengan

diterbitkannya  SKB  akan lebih
efektif dan eflisien serta berdaya
guna dan berhasil guna, seperti
SKB tentang Hari Libur Nasional
dan Cuti Bersama Tahun 2010
bertanggal 15 Junmi 2010 yang
dikeluarkan oleh Menteri Agama,
Menteri Tenaga  Kerja  dan
Imigrasi, serta Menteri Negara
Pendayaan Aparatur Negara dan
Reformasi  Birokrasi, juga SKB
pelarangan  kegiatan - Ahmadiyah
yang dikeluarkan oleh  Menteri
Agama, Jaksa Agung, dan Menteri
Dalam Negeri.

Kebutuhan  akan  adanya
kejelasan  kedudukan SKB telah
ditengahi  dengan lahirnya UU
Nomor 10 tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.  UU  ini
mengakhiri berlakunya Ketetapan
MPRS Nomor XX/MPRS/ 1966
tentang Memorandum DPR-GR
mengenai sumber tertib hukum Rl
dan Tata Urutan Peraturan
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Pervmdang wndangan | vang telah
digantihoan Ketetapan MPR Nomor
CHEMPR2000  tentang Sumber
hukum dan Tata Unatan thierards)
Peraturan Perun-dang undangan.®

Karena dalam UU Nomor 10
tahun 2004 1elah membedakan
jemis  produl hukum antara
petaturan - yang bersifat mengatur
(regehing)  dan  peraturan - yang
bersifat Keputusan atau penetapan
(Beschikhing).

Jemis dan hierarky  peraturan
perun-dang-undangan diatur dalam
Pasal 7 (1) UU Nomeor 10 tabun
2004, scbagm benkut;

a. Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD 1945)

b. Undang-undang (UU) Peraturan

Peme-rintah Pengganti Undang-

undang (Perpu)

Perturan Pemenntah (PP)

Peraturan Presiden (Perpres)

¢. Peraturan Dacrah ('erda)

e n

Sclanjutnya  Pasal 7
mengatur jems perda, meliputi:

(2)

a. Peraturan Daerah Provinsi

b. Peraturan Daerah
Kabupaten/ Kota

¢. Perawran Desa

' Moh Kusnardi, SH dan Hermally
fbrahim, Hukum Toto Negoro, PSHTN
FH Ul & Sinar Bakti, Cetakan Ketujuh,
Jakarta, 1928, N 49.

' penjelasan UV No. 10 Tahun 2004

AURNAL YUSTITIA

Pettanyaan  lannya  adaldd,
bagatmana bentuk peraturan d 1o
Werarkl tersebut.

Jawabannya oda pada Pacal 7
(4),  duelaskan  bahwa:  Jers
Peraturan  Perun-dang-undan yan
selain  sebagaimana  dimak-sud
pada ayal (), diak i
keberadaannya  dan  mempuny
kekuatan hukum mengikoat
sepanjang  diperintahkan  oleh
Peraturan  Perundang-undangan
yang lebih tinggr.

Namun selanjutnya adalah,
apakah  kedudukan SKB  dapat
menjadi objek sengket/gugatan di
Pengadilan Tata Usaha Negara.

Eksistensi - PTUN, secara
filosofis dalam Kkontruksi negara
hukum adalah untuk memberikan

perlindungan hukum
terhadap  hak-hak  perscorangan
maupun  hak-hak  masyarakat
umum schingga
tercapainya  kescrasian,
kesclarasan, kescimbangan, serta

dinamisasi  dan
harmonisast  hubungan  antara
warga negara  dengan  negara,
dalam hal mi Pejabat Tata Usaha
Negan. Harmonisasi
tersebut mencakup adanya posisi
yang equal anmtara publik dengan
warga negara khususnya adanya
jaminan terhadap nilai
keadilan dalam scbuah Keputusan
Tata Usaha Negara (beschikking)
yang dikcluarkan olech pejabat
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publik terhadap
warga  negara.  Pada  dasarnya,
cksistenst PTUN  sebagai wujud

dan pelaksanaan tfungsi yudikauf

untuk mengontrol
jalannya  fungst eksekutif dalam
bentuk menguyi suatu Keputusan
Tata  Usaha  Negara  yang
dikcluarkan oleh  pejabat TUN
untuk memastikan bahwa
keputusan  TUN  tersebut - sudah
sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan dan asas-asas
umum pemerintahan yang baik.

A. PEMBAHASAN
1. SKB Scbagai Keputusan Tata
Usaha Negara

Membahas keputusan
(tertulis)  sccara  Kkhusus  dan
mendalam adalah sangat penting,
mengingat  keputusan  (tertulis)
merupakan  objek  sengketa
menurut UU Nomor § tahun 1986,

Keputusan  dalam  bahasa
Belanda  discbut  beschikking,
sedangkan di Perancis discbut acte
administrative, dan di  Jerman
dinamakan, Verwal tungsakt".

Beberapa sarjana
memberikan defi-nisi beschikking,
antara lain;

Mr. Drs, E. Utrech,
Beschikking (ketetapan) adalah

" SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD.,

Loc.Cit., him. 74,

__JURNAL YUSTITIA

o ew—— e

suatu - perbuatan bukum  pubhk
yang bersegi satu yang dilakuba
oleh  alat-alat  pemenntaban
berdasarkan — svatn kekuasasan
Istimewa.

Mr. WE. PRINS beschikking
schagai  suatu  tindakan  hukum
sepihak dalam lapangan
pemerintahan yang dilakukan oleh
pemerintah berdasarkan wewenang
yang ada pada alat atau organ itu.

Van der Pot,  beschikking

adalah  perbuatan hukum  yang
dilakukan oleh alat-alat
kelengkapan pemerintah itu
dalam  menyelenggarakan  hak
istimewa, dengan maksud
mengadakan  perbuatan  dalam
lapangan Pcrhubungsm-

perhubungan hukum.

Keputusan  atau  penctapan
yang bersifat positif dapat dibag)
dalam 5 (lima) golongan:

a. Keputusan atau penetapan yang

pada umumnya
melahirkan/menimbulkan  ke-
adaan hukum baru

(rechtscheppende/ contstituticve
beschikking).

b. Keputusan atau penctapan yang
mecla-hirkan/menimbulkan
keadaan hukum
baru bagi objek tertentu.

¢. Keputusan atau penctapan yang

' SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD.,
Ibid, Nim. 74-75.
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mendinkan dan atau
membubarkan badan hukum.
Keputusan atan penetapan yang
menimbulkan — hak-hak  baru
kepada sescorang atau beberapa
orang.

Keputusan ataw penetapan yang
membebankan  kewajiban  baru
kepada seseorang atau lebih.”

Keputusan ~ Tata  Usaha
Negara  memuliki - unsur-unsur
schagai berikut:

tJ

Penctapan tersebut tertulis dan
dikcluarkan olch Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara;
Berisi tindakan hukum dalam
bidang Tata Usaha Negara;

. Berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku;

. Bersifat konknt, individual dan
final;

. Menimbulkan  akibat  hukum
bagi sesc-orang atau badan

hukum perdata."

SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD.,
Op.Cit, him. 74-75.

SF. Marbun, Telaah Yurisprudensi Aan
Wijzing Naturmonumenten,
Penunjukan satu daerch sebagai
Stoanaturmonument Bukan
merupakan suatu Keputusan yong
Mengikat Umum, Paper untuk
Penataran  Hukum  Administrasi
Negara, Indonesia Belanda tanggal 10-
22 Agustus 1987, Bandung, dalam SF.
Marbun dan Moh. Mahfud MD. Op.
Cit. him. 84.

i RIS B G p————

_ JURNAL YUSTITIA

Istilah  keputusan  dalam
bidang  ketatanegaraan  dan taty
pemenntahan merupakan
pemyataan kehendak yang masih
bersifat — netral,  dapat - bernyg
peraturan regeling) dan dapat P”h
berisi penctapan (beschiking).'

Berdasarkan Undang-undang
Nomor 10 tahu 2004 tentang
pembentukan per-aturan
perundang-undangan,  jenis  dan
hicrarki ~ peraturan  perundang-
undangan diatur dalam Pasal 7 (1)
UU Nomor 10 tahun 2004, sebagai
berikut:

1. UUD 1945
2. UU/Perpu
3. pp

4. Perpres

5. Perda

Konsckuensi  dari uu
tersebut adalah bahwa bentuk
Keputusan {beschikking) tidak lagi
menjadi  bagian dari  hierarki
peraturan  perundang-undangan.
Sebagai-mana sebelumnya hierarki
peraturan  perundang-undangan
berdasarkan TAP MPRS No.
XX/MPRS/1966 dan TAP MPR

" Mamid S. Attamimi, Peranan
Keputusan Presiden Republik
Indonesio dalam Penyelenggaraan
Pemerintah Negara, Suatu Studi
Analisis Mengenai Keputusan Presiden
Yang Berfungsi Pengaturon Dalam
Kurun Waktu Pelita | Pelita IV,
Disertasi Fakultas Pasca Sarjana Ul
1990, him. 226.
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Nomor — HUMPRZ2000,  bentuk
Keputusan  miasih - masuk dalam
herarki

Selamputnya dalan Pasal 7 (4)
Undang-undang Nomor 10 tahun
2004 menyatakan  bahwa:  Jenis
Peraturan Perundang-undangan
selain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diakui keberadaannya dan
mempunyai — kekuatan — hukum
mengikat sepanjong diperintahkan
oleh Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tingpi.

Penepakkan hukum
merupakan condition sine qua non
atau syarat mutlak untuk  fungsi
hukum itu sendin yang  dalam

kehidupan bernegara dan

bermasyarakat — berpanca-fungsi,

yaitu:

I. Dircktif,  schagai  pengarah
dalam membangun dan

membentuk  masya-rakat  yang
hendak dicapai sesuai dengan
tujuan kehidupan negara

2, Integrative, scbagai  pembina
kesatuan bangsa

3. Stabilitatif, scbagai pemelibara
dan  menjaga  kesclarasan,
keserasian  dan  kescimbangan
dalam  kehidupan  berne-gara
dan bermasyarakat

4. Perfektif, sebagai penyempurna
terhadap tindakan-tindakan
adminisrasi  negara, maupun
sikap tindak dalam kehidupan
bernegara dan bermasyarakat

5. Korcktif, scbagai pengoreksi

JUINAL YUSTITIA

mtns sibap hindak bt
adiministias BEPATA It
Will it apabili terpud

pertentangan hak dan kewajiban
untuk mendapit-ban keadilan'’

2 Kedudukan  Surat - Keputusan
Bersamn (SKI) Yang Menjadi
Objek  Gugatan - D Peradilan
Tata Usaha Negara

Dalam penyelesaian sengketa
Tata  Usaha  Negara objcknya
adalah keputusan tata usiaha negara
yang harus  memenuhi - beberapa
unsur,  Undang-undang — (UU)
Nomor § tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara yang
telah dirubah dengan UU Nomor 9
Tahun 2004 Temtang  Perubahan
atas UU Nomor § Tahun 1986
Temang  Peradilan Tata Usaha
Negara dan telah dirubah terakhir
dengan UU Nomor §1 tahun 2009,

Keputusan — Tata Usaha
Negara adalah  suatu  penetapan
tertulis  yang  dikeluarkan  oleh
badan atau pejabat tata  usaha
negara yang berisi tindakan hukum
(nta usnha negarn yang berdasarkan
peraturan  perundang-undangan
yang  berlaku, yang  bersifat
konkret, individual, dan final, yang
menimbulkan akibat hukum bagi
sescorang  atau  badan  hukum
perdata,

17 sjachran Basah, Loc. Cit, 34
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Kedudulan SKR bherdasarkan
UL Nomor 10 tahun 2008 Pasal 7
(1 ndab ada dalam Merarkinga,

Nammun  berdaswkan kewenangan
ammbust  dan jemis  peraturan
porundang-undangan dalam
Letentuan  Penctapan  Prenden

Republik Indonesia Nomor 1/Pnps
Tahun 1965 Temtang  Pence-
gaban Penyalahgunaan Dan’Atau
Penodaan  Agama, Pasal 2 (1)
mengatakan bahwa  Barang siapa
melanggar ketentuan
tersebut - dalam  pasal | diben
perintah  dan  penngatan  keras
untuk menghentikan perbuatannya
o & dalam suatu  keputusan
bersama Menten Agama,
Menteri/Jaksa Agung dan Menten
Dalam Negen'’.

Artinya  kedudukan SKB
berdasarkan UU No. 10 tahun 2004
Pasal 7 (4) Jenis  Peraturan
Perundang-undangan sclain
schagaimana dimaksud pada ayat
(1), diakmi  keberadaannya dan
mempunyar  kekuatan  bukum
mengikat sepanjang diperintahkan
olch Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi. Diakw
keberadaanya karena kewenangan
dan jemis produknya diberi olch
vUu.

* Abdutiah Agustarman, Tinjouon
tentong SKB Dalem Obyek Gugatan o
PTUN (Sted Kosus Ahmoaiyoh), FH.
Uniwar, 2010, hal 3

—

JURNAL YUSTITIA

- p—

SKh

Pelarangan  Aparan
Alnadiyah  mengatur — tentang
larangan/penghentian penye baran
ajaran ahmadiyah bagi
penganutnya  serta - membernd an
ancaman  pidana  baik  kepady

jamaah  Ahmadiyah  yang  tidak
menghentikan  akhvitasnya ko
tidak kembah kepada mjaran [slam
sesungguhnya  maupun  kepada
warga lainnya yang bertindak
anarkis dalam menyikapy
Ahmadiyah'*.

Untuk menentukan apakah

termasuk objek yang
dapat  menjadi  sengketa TUN
atau uidak, maka Kita tentukan
unsur-unsur dalam Keputusan
Tata Usaha Negara.

SKB

I. Penctapan tersebut tertuhs dan
dikeluarkan oleh Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara;
Berisi tindakan hukum dalam
bidang Tata Usaha Negara,

3. Berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku;

Bersifat konkrit, individual dan
final,
Menimbulkan
bagi seseoran
hukum perdata. ’

ro

hukum
badan

A

akibat
alau

*1bid, hal. S

" ¢f. Marbun, Telaah Yurisprudensi Acn
Wining Naturmonumenten,
Penunjukon sotu doeroh sebagal
Stoanaturmonument Bulon
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Dilihat dan unsur-unsumya
maka SKB tidak memenuhi unsur
sebagat  KTUN  yang  dapa
dijadikan objek sengketa/gugatan,
karena dalam SKB tersebut tidak
bersifat individual dan
menimbulkan  akibat  hukum
(memberi atau mencabut hak) serta
tidak berlaku positif, yakni scbuah
bentuk keputusan atau penctapan
yang melahirkan/menimbulkan
keadaan hukum baru bagi objek
tertentu.

Dilihat dari bentuk dan isi
hukumnya SKB tidak secara
langsung dapat merubah apapun,
karena ketentuan dalam SKB pada
umumnya  bersifat  mengatur
(regeling) sehingga tidak termasuk
dalam objek  sengketa/gugatan
PTUN.

Pemerintah melalui
penerbitan  SKB  tersebut  baru
sebatas pendelegasian
(pelimpahan) dan upaya
menafsirkan (droit function) ke
dalam bentuk pengaturan scmata.
Secara yuridis formal di dalam
ketentuan UU Nomor 10 tahun
2004 Pasal 7 (4) juga menyatakan,
bahwa keputusan setelah

dikeluarkan UU  dimaksud  harus
dibaca sebagai pcng;n!ur.m"'.

Proses pencgakkan hukum
dapat berjalan dengan lancar maka
kita harus mehihat hal-hal yang
dapat  mempengaruhi  proses
penegakan hukum.
Soerjono Sockanto g ‘
mengemukakan bahwa ada lima
masalah yang  mempengaruly
penegakan hukum;

l. Faktor hukumnya:

2. Faktor Aparat Penegak
Hukum hukum;

3. Faktor sarana atau
fasilitas;

4. Faktor masyarakat; dan

5. Faktor kebudayaan.

Pembahasan mengenai
penegakan hukum selalu terkait
dan menjadi bagian dan Sistem
Hukum yang berlaku, untuk itu

dapat  dikemukakan ndapat
Lawrence M. Friedman'' tentang
Sistem Hukum, behau

mengemukakan : "A legal system in

merupakan suotu Keputusan yang
Mengikat Umum, Paper untuk
Penataran  Hukum  Administrasi
Negara, Indonesia Belanda tanggal 10-
22 Agustus 1987, Bandung, dalam SF.
Marbun dan Moh. Mahfud MD. Op.
Git. him. 84, :

- Agus Sutarman, loc. ait., hal. 6

o Soerjono Soekanto, Faktor yang
Mempengoruhi Penegakan Hukum,
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
2002, him. 5

 Lawrence M. Friedman, The legof
System: A Social Science Perspective,
New York: Russell Sage Foundation,
1975, him. 5.
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Nowtta A\ atin g Ikt
metvakug Lepohvan dengan
pard pvhamas Repakaaan
Jongan para aksanva, Kanir
Aantor pengacara deagan pang
pengavaranye, dan pengadilan

Jongan (IR
hakmmna

¢ Bdava Hukw adalahy
Nebaasaan Aebiasaan, URIIE

opiy vara berpkn dan vara
borimdak,  bak dane pana
pencgak  hukum  maupun  Jdan
warga masvaralal

Ketiga  Romponen  tersebut
merupa-han - st Kesatwan  dan
menibiki - Keterkanan yang e,
schagai  sebuah  sistem Ketiga
clomen tersebut saling  menwang
dan mendulung bagt tercapainya
twuan - sistem  hukum  lersebat,
artimya pka satn Komponen sap
bermasalah maka dapat
diperkuakan tuan sisten hukum
tersebut akan sulit tervapan

IHNAL YUSTITEA

Nepeie vanp i ek ab g
wheh l\(\\i\“\\n‘ A P vividian
b ahtenn ks derding atas
vloiwn \l\\nl ‘iuhlhllhl hulnm_
venk hik i, iy
bidava ko Utk siilvatanag
bk o takder kg e
vakin Bt ke dongan
Leschiinbian  asas hnkiim,  imstina
ki dan aturan hokum,  Baik
ang
tertulin anpun yang tdak terahis,
Wwimasih  patesan pengadilon,
dalany hal i tentunya ANAN
Jan s attan hekum vang
dimaksud adalah novmin hukuim
vang diatie dalany 11U Noo 8l
Cahun 1000 lvum\u Forubahan
atas ULV Ne 9 Tahun 2000 teotang
Perubahan atax UL No S Tahuan
TORO et Peradilon TUN.

L KESIMPULAN

Datt wiatan Ji atas tentang
apakah SKIU dapat menjadi objek
sengheta gugatan i PEUN, dapat
disimpulhan sebagai berikat:

; { ./
Dibhat dart unsue-unsuinya
maka SKIA n\lqk memenuhi unsur

' paltor yang Migunakan oleh Soerjono
wolamto  dalam  menganalinis

persoalany  yang  berhaitan  dengan
Proses penegakan hukum, dalam hal
Nl peaulis  beranggapan  dapat
dpersamalan  dengan  Sabstaml
ol yang  dikemukakan  oleh
Lawrence liedman
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schagai  KTUN  yang  dapat
dyjadikan objek sengketa/gugatan,
karena dalam SKB terscbut tidak
bersifat individual dan
menimbulkan — akibat - hukum
(memben atan mencabut hak) serta
udak berlaku positif, yakni sebuah
bentuk keputusan atau penetapan
yang  melnhirkan/menimbulkan
keadaan hukum baru bagi objek
tertentu.

Dilihat dari bentuk dan isi
hukumnya SKB tidak  secara
langsung dapat merubah apapun,
karena ketentuan dalam SKB pada
umumnya  bersifat  mengatur
(regeling) schingga tidak termasuk

dalam  objek scngky\lgman

PTUN.

Untuk dan demi tercapainya
tujuan dari  Sistem  Hukum
Nasional, maka kedepan perlu
dilakukan singkronisasi terhadap
peraturan perundang-undangan
yang lama dan baru dengan
mengingat dinamika dan
perkembangan masyarakat yang
semakin kompleks dengan karakter
hukum yang semakin spesifik.

KEPUSTAKAAN /

Abdullah Agustarman, Tinjauan

tentang #SKB Dalam Obyek
di PTUN (Studi
Kasus V Ahmadiyah), FH.
Unwir, 2010
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SinavBakti, Cetakan Ketuju,
Jakarta, 1988,

Lawrence M. Friedman, The Legal
System: A Social Science
Perspective,  New  York:
Russell  Sage Foundation,
1975
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Citra Aditya Bhaku,
Bandung, 1994
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Penunjukan  sate  daerah
sebagai Staanaturmonument
Bukan  merupakan  suatu
Keputusan yang Mengikat
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